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B.

SATUAN, dan kolom {14) KETERANGAN dapat diisi dengan informasi yang diminta atau diisi dengan
tanda strip (-) dalam hal nilai harta yang diisikan dalam kolom 5.A merupakan nilai akumulasi. .
Menambah Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Harta dan Utang Nomor 30A di antara Nomor 30 dan Nomor |

31 sebagai berikut:

30.A. Untuk pengisian tabel A.2 - NILAl UTANG YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR, datam
hal Utang (misalnya Utang Dagang dan lain-lain) yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir terdiri
daribanyak item, maka nilai utang yang diisikan adalah akumulasi atas keseluruhan rincian item un-
tuk utang yang sejenis
Contoh:

Utang Dagang terdiri dari: :

Utang Dagang kepada PT A = Rp1.000.000.000

Utang Dagang kepada PT B = Rp1.000.000.000

Utang Dagang kepada PT C = Rp 500.000.000

Total = Rp2.500.000.000

Cukup ditulis dengan Utang Dagang = Rp2.500.000.000

Kolom (18) NEGARA, kolom (19) ALAMAT, kolom (20) NAMA PEMBERI UTANG, kolom (21) NPWF,
kolom (22) DOKUMEN PENDUKUNG, kolom (23) TERKAIT PEROLEHAN HARTA, kolom (24) BEN-
TUK AGUNAN YANG DIBERIKAN, dan kolom (25) KETERANGAN dapat diisi dengan informasi yang
diminta atau diisi dengan tanda strip {-} dalam hal nilai utang yang diisikan dalam kolom 5,A meru-
pakan nilai akumulasi.
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PETUNJUK PENERIMAAN DAN TINDAK LANJUT
SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN

PAJAK DI TEMPAT TERTENTU
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2016,
tanggal 1 Agustus 2016)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Umum . ini dimaksudkan sebagai acuan prosedur pe-
Sehubungan dengan Pasal 14 Peraturan Men- nerimaan dan tindak lanjut Surat Pernyataan !
teri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Harta Untuk Pengampunan Pajak di tempat |
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tertentu. '
2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu dibuat 2. Tujuan
petunjuk penerimaan dan tindak lanjut Surat Per- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
nyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak di tem- ini bertujuan untuk tertib administrasi dalam
pat tertentu. penerimaan dan tindak lanjut Surat Pernyata-

an Harta Untuk Pengampunan Pajak di tempat
Maksud dan Tujuan tertentu. i
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G Ruang Lingkup

| Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal |

Pajak in; meliputi:
1. Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengampuy-
nan Pajak dj Tempat Tertentu, |

2. Tata Cara Penerimaan dan Tindak Lanjut |
Surat Pernyataan Harta Untyk Pengampu- |

nan Pajak Yang Diterima di Tempat Ter-
I tentu,

D. Dasar ‘ .
| i Undang-Undang Nomor 6 TahGn 1983 ten-
| tang Ketentyan Umum dan Tata Cara Perpa-
jakan {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lemba- !

| " . ran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

[ sebagaimana tejah beberapa kaji diubah

, terakhir dengan Undang.—Undang Nomor 16

' Tahun 2009 (Lembaran Negara'Republik In-
donesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 ten-
tang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lerhbaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 4893): .

4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ten-
tang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahyn 2016 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 5899;.

4, Perétura_n Menteri Keuangan Nomor 118/
PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 1 Tahun 2016 Tentang Pen-
‘9@mpunan Pajak (Berita Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2016 Nomor 1043).

| E. Materj
l.  Ketentuan Umum

11,

1. Tempat Tertentu  adalan tempat yang

. ditetapkan oleh Menteti yang Menyeleng- |

garakan urysan Pemerintahan dj bidang
keuangan Negara untuk menunjang kelan-
taran pelaksanaan Undang-Undang Pen-
gampunan Pajak,

2, Tempat Tertenty meliputi Tempat Tertentu

di dalam negeri dan Tempat Tertenty gj
luar negeri,

3. Kantor Pelayanan Pajak Yang selanjutnya
disebut Kpp adalah Kantor Pelayanan pa. |

jak tempat Waijib Pajak terdaftar,

4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah |
DJP adalah Kantor Wilayah Direktorat |

Jendera} Pajak Yang menerbitkan Surat

Keterangan Pengampunan Pajak atas Wa. |
jib Pajak Yang menyampaikan Surat Per- |
Nyataan Harta untyk Pengampunan Pajak |

. di Tempat Tertentuy.
Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengampu-
nan Pajak di Tempat Tertenty
1. Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Suyrat
Pernyataan Harta untuk Pengampunan pa-
jak di Tempat Tertentu
8. Penerimaan dan tindak lanjut Surat
" Pernyataan Harta untuk Pengampunan

Pajak dij Tempat Tertentu dilaksanakan

oleh:

1. Tim ‘Penerimaan dan Tindak Lanjut
Surat Pernyataan Harta untuk Pen-
9ampunan Pajak dj Tempat Tertentu;
dan

2. Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut
Surat Pernyataan Harta untuk Pen.-
gampunan Pajak gj masing-masing
Kantor Pelayanan Pajak, dan Tim

Penerimaan dan Tindak Lanjut sy- |

rat Pernyataan Harta untuk- Pen-
gampunan Pajak dj Kantor Wilayah
DJP,

b. Pembentukan tim sebagaimanga huruf a
angka 1 ditetapkan melajui Keputusan
Direktur Jenderal Pajak,

2. Pendaftaran dan Pemberian serta Pengak-
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: PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _ |

tifan Kembali Nomor Pokok Waijib Pajak

Pendaftaran dan Pemberian serta Pen- |

gaktifan kembali Nomor Pokok Wajib Pa-
jak (NPWP) bagi Wajib Pajak yang akan
menyampaikan Surat Pernyataan Harta
untuk Pengampunan Pajak di Tempat Ter-
tentu dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. dalam hal Wajib‘Pajak Orang Pribadi,
prosedur pendaftaran dan pengaktifan
kembali NPWP dapat dilaquan sesuaij
dengan ketentuan yang mengatur ten-
tang Pendaftaran dan Pengaktifan Kem-
bali Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui

Tempat Tertenty Dalam Rangka Pen-

9ampunan Pajak.

b. dalam hal Wajib Pajak Badan, prosedur

. Pendaftaran dan pemberian serta pen-
gaktifan kembali NPWP harus dilakukan
Sesuai dengan ketentuan Yang menga-
tur tentang Tata Cara Pendaftaran dan
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak,
Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pen-
gusaha Kena Pajak, Penghapusan No-
mor Pokok Waijib Pajak dan Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
serta Perubahan Data dan Pemindahan
Waijib Pajak.

. Tata Cara Penerimaan dan Tindak Lanjut Su-
rat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pa-
iak di Tempat Tertentu :

Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat

Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak

di'Tempat Tertentu Meliputi tata cara sebagai

berikut; . ,

1. Tata Cara Penerimaan dan Penelitian Su-
rat Pernyataan Harta untuk Pengampunan
Pajék di Tempat Tertenty sebagaimana
dimaksud dalam' Lampiran 1 Surat Edaran
Direktur Jenderal ini,

2. Tata Cara Tindak Lanjut Surat Pernyataan
Harta untuk Pengampunan Pajak di Kan-
tor Wilayah DJp sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran 2 Surat Edaran Direktur

Jenderal ini.

3. Tata Cara Pembetulan-Surat Keterangan
Pengampunan Pajak sebagaimana dimak-
sud dalam Lampiran 3 Surat Edaran Direk- |
tur Jenderal inj.

4. Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan
Harta Untuk Pengampunan Pajak di Tem-
pat Tertenty Dalam Keadaan Darurat atay
Gangguan Teknis sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran 4 Surat Edaran Direktur I
Jenderal ini. :

V. Penutl:lp

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Direk-
tur Jenderal inj,
Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu
dalam Lampiran 7 Surat Edaran Direktur |
Jenderal - Pajak Nomor SE-30/PJ/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengam-
Punan Pajak dinyatakan dicabut dan tigak
berlaku, dan untuk selanjutnya mengikuti
ketentuan sesuai dengan petunjuk yang
diatur dalam Surat Edaran Direktur Jjen-
deral ini.

2. Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tata Cara Pelaksanaan |

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal inj
disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan den-
gan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL PAJAK.

ttd. '
KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 19571 1081984081001

Catatan Redaksi :
=<lalan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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